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ABSTRAK

PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM LAYANAN JASA
ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN KAMPAR

Oleh

NORA SEPTIANTI
NIM : 11770523598

Permasalahan pada penelitian ini yaitu belum maksimalnya peran dinas
perhubungan dalam transportasi angkutan umum Bus Damri di Kabupaten
Kampar. Kurang berhasil memberikan pelayanan sebagai moda transportasi
umum untuk masyarakat yang baik dalam sarana, prasarana, maupun
pelayanannya serta banyaknya fasilitas yang tidak terawat dan banyak
mengalami kerusakan dan belum adanya perbaikan yang dilakukan oleh pihak
pengelola Bus Damri maupun pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui peran dinas perhubungan dalam layanan transportasi angkutan
umum bus Damri di Kabupaten Kampar dan mengetahui faktor-faktor
penghambat peran dinas perhubungan dalam layanan transportasi angkutan
umum tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penjelasan kualitatif.
Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan
dokumentasi. Analisis data diperoleh melalui proses reduksi data, penyajian data,
penarikan kesimpulan data verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
peran dinas perhubungan dalam layanan transportasi angkutan umum Bus Damri
bagi masyarakat Kampar menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2021 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang meliputi Indikator
Keamanan, Keselamatan, Keteraturan, Kenyamanan, Keterjangkauan. Peran
dinas perhubungan dalam layanan transportasi angkuatan umum Bus Damri bagi
masyarakat Kampar dinilai Belum Maksimal. Karena dari 5 yang menjadi sub
Indikator, 4 diantaranya belum sepenuhnya terlaksana.

Kata Kunci: Peran, Layanan, Damri (Djawatan Angkutan Motor Republik
Indonesia)
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Transportasi umum memegang peranan penting bagi manusia baik di
daerah perkotaan maupun pedesaan. Oleh karena, itu timbul tuntutan untuk
menyediakan sarana dan prasarana transportasi agar pergerakan manusia dapat
berlangsung secara aman, nyaman, teratur, dan lancar serta efisien dari segi waktu
maupun biaya. Salah satu solusi adalah menyediakan jalur transportasi darat yang
mempunyai efisiensi tinggi terutama dalam hal kecepatan, biaya yang murah dan
dapat mengangkut dalam jumlah banyak. Dalam hal ini penyediaan transportasi
umum merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah karena
menyangkut harkat hidup orang banyak. Penyediaan sarana dan prasarana
transportasi menjadi hal yang harus terpenuhi demi tercapainya segala aktivitas
dengan efektif dan efisien yang dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan
sehari-hari.

Masalah transportasi seringkali menjadi masalah yang umum terjadi di
masyarakat yang mana tidak hanya menyangkut mengenai prasarana jalan raya
secara fisik akan tetapi masalah yang paling besar adalah mengenai pengaturan
lalu lintas transportasi itu sendiri karena apabila lalu lintas tersebut berjalan lancar
maka akan timbul kemudahan dalam berlalu lintas di daerah tersebut. Sistem
transportasi haruslah dikembangkan dengan baik demi mewujudkan ketertiban,
ketentraman dan kenyamanan dalam berlalu lintas serta dapat mendukung

perkembangan kemajuan ekonomi daerah itu sendiri. Sistem transportasi



merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bidang
perhubungan.

Ketersediaan sarana perhubungan dan transportasi yang memadai menjadi
salah satu indikator kemajuan suatu daerah. Pemerintah Kabupaten Kampar terus
berupaya meningkatkan sarana perhubungan dan transportasi. Hal ini juga terkait
dengan pembangunan peningkatan infrastruktur yang sedang digalakkan oleh
Pemerintah Kabupaten Kampar. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
dan transportasi di wilayah Kabupaten Kampar seperti deramga, rambu-rambu
mobil penumpang dan bus. ini menunjukkan perkembangan dan peningkatan
ekonomi masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut daerah yang
bersangkutan diberi kekuasaan untuk membuat peraturan daerah dan peraturan
lainnya yang sifatnya untuk kelangsungan pemerintah di daerah. Dengan
demikian tidak semua urusan pada sebuah daerah otonomi semuanya dijalankan
dan diberikan kewenangan untuk diurus oleh pemerintahan daerah tetapi ada
beberapa bidang yang tidak diberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk
mengurusnya tetapi dikelola oleh pemerintahan pusat. Pada dasarnya hukum
dibuat untuk mengatur masyarakat, selain itu juga hukum dapat menjadikan
jaminan kepada masyarakat untuk dapat dilindungi. Sebagaimana telah
dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4 yang berbunyi sebagai

berikut:



"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia™ Untuk mewujudkan hal tersebut maka UUD 1945 lebih tegas
mengaturnya dalam pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa: "Negara
Indonesia adalah Negara hukum", yang berarti suatu negara dimana
segala tindakan harus ada dasar hukumnya.

Kemudian dalam penjelasan dalam UUD 1945 juga menyatakan bahwa
Indonesia adalah negara hukum dalam bukan negara kekuasaan. Kehidupan
kenegaraan dan kemasyarakatan diatur oleh UUD 1945 yang pada dasarnya
adalah kesamaan hukum, yang mana tidak ada orang yang di atas hukum, tidak
ada perbuatan yang di luar ketentuan hukum. Jasa Angkutan Umum di Kabupaten
Kampar sudah banyak yang menawarkan baik untuk kepergian ke luar provinsi
maupun untuk dalam Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah provinsi riau.
Melihat kondisi pelayanan transportasi angkutan umum di Kabupaten Kampar
yang masih mengalami banyak permasalahan, perlu disadari akan pentingnya
peningkatan pelayanan transportasi publik secara aman dan nyaman bagi
pengguna angkot, travel, bus dan lain-lain di Kabupaten Kampar secara efektif
dan efisien.

Transportasi darat merupakan salah satu yang sangat penting bagi
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah bahkan suatu Negara. Transportasi darat
harus menciptakan suatu system yang menjamin pergerakan manusia, barang dan
jasa, seperti memberikan pelayanan berkapasitas cukup, cepat, aman, nyaman,
lancar dan efisien. Namun berbagai permasalahan disektor angkutan darat hingga

saat ini masih bermunculan. Kemacetan dikota besar, jalan yang rusak yang tidak



mendukung dan permasalahan yang lainnya masih menjadi berita yang didengar
hampir setiap hari. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dibidang
transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
dijelaskan bahwa transportasi darat seperti asas-asas dan tujuan penyelenggaraan
lalu lintas dan angkutan jalan, asuransi, tarif angkutan dan juga diatur mengenai
tanggung jawab pihak pengangkut.. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
tentang LLAJ pasal 2 yang berbunyi: “ Transportasi jalan diselenggarakan dengan
tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan aman, cepat,
lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, maupun memadukan moda
transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk
menunjang pemerataan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak
dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh
masyarakat.”
Melihat dari isi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30

Tahun 2021 secara detail menjelaskan:

1. Keamanan

2. keselamatan

3. keteraturan

4. kenyamanan

5. keterjangkauan

Akan tetapi pada kenyataannya Bus Damri di Kabupaten Kampar masih

memiliki kekurangan dalam memenuhi 5 indikator tersebut. Menciptakan



pelayanan yang berkualiatas kepada para penumpang adalah salah satu yang harus
diperhatikan dalam pelayanan dibidang transportasi/angkutan umum. Pelayanan di
bidang transportasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2021 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai landasan
hukum bagi pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan. Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
Pasal 1 ayat 22 yang berbunyi pemerintah membangun dan mengembangkan
sarana dan prasarana Lalu Lintas dan angkutan Jalan yang ramah lingkungan,
menjadi acuan dalam melihat sarana dan prasarana transportasi yang diberikan
oleh Perum Damri kepada masyarakat.

Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten di provinsi riau,
indonesia. Disamping julukan bumi sarimadu, Kabupaten Kampar yang beribu
kota dibangkinang ini juga dikenal dengan julukan serambi mekkah di provinsi
riau. Seiring dengan pesatnya perkembangan mengakibatkan tingginya
pertumbuhan penduduk baik yang datang dari kampar maupun yang disebabkan
dengan angka kelahiran, dengan demikian kebutuhan akan jasa transportasi umum
juga akan mengalami pertumbuhan pesat pula sejalan dengan pertumbuhan
masyarakat. Tinginya tingkat kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi umum
yang mendorong tumbuhnya perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan
angkutan umum baik angkutan laut maupun darat dan udara. Kabupaten Kampar
merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau dan terkenal
dengan sebutan Bumi Sarimadu. Luas wilayah Kabupaten Kampar adalah

10.928,20 kilometer persegi. Letak goegrafisnya membentang antara 1° 00°40”



garis lintang utara sampai 0° 27°00” lintang selatan dan 100° 28°30” bujur barat
sampai 101° 14°30” bujur timur serta berbatasan langsung dengan Provinsi
Sumatera Barat. Kabupaten Kampar memiliki wilayah yang luas, sehingga
masyarakat membutuhkan sistem transportasi yang baik untuk menjalankan
aktivitas sehari-hari. Pengelolaan sistem transportasi di Kabupaten Kampar
dipegang oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar sesuai dengan Peraturan
Bupati Kampar Nomor 35 Tahun 2008. Untuk mengetahui jumlah penduduk

Kabupaten Kampar dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 1.1
Data Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar
Tahun Jumlah Penduduk
2017 740.839 Jiwa
2018 812.702 Jiwa
2019 854.441 Jiwa
2020 966.121 Jiwa

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kabupaten kampar terkenal sebagai salah satu tujuan kota perdagangan
dan pendidikan, maka dari itu banyak orang datang untuk bersekolah dan mencari
pekerjaan di kabupaten kampar, sehingga kota ini semakin padat dan ramai oleh
kendaraan yang berlalu lalang dijalan, akibat dari keramaian ini lalu lintas
dikabupaten kampar kota bangkinang mulai macet, dimana-mana kita akan
menemukan banyaknya bangunan-bangunan yang besar menghiasi kota sehingga
lahan semakin sedikit untuk keperluan sarana publik. Kondisi inilah yang
membuat pemerintah harus berinisiatif untuk mengatur sistem transportasi yang

lebih baik di kabupaten kampar sehingga kota ini dapat berkembang menjadi kota.



Bus Damri merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan otobus
yang beroperasi di Kabupaten Kampar yang melayani jasa transportasi bus kota
rute bangkinang — XIIl Koto Kampar yang memiliki persaingan dengan bus-bus
lain seperti angkutan kota minibus yang beroperasi di trayek rute yang sama
maupun melewati rute yang searah. Operasional bus DAMRI di Kabupaten
Kampar telah dimulai sejak 24 Juli 2017, pengoperasian ini termasuk ke dalam
pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar pada bidang transportasi
darat. Saat ini kondisi trayek bus DAMRI yang dikelola PERUM DAMRI Cabang
Riau memiliki dua trayek. Trayek utama dari PERUM DAMRI Cabang Riau
adalah trayek yang menghubungkan Terminal Kampar menuju Bandara
Internasional Sultan Syarif Kasim Il dan trayek kedua merupakan tujuan
pariwisata yang melayani penumpang menuju objek wisata Candi Muara Takus
dari Terminal Kampar. Beroperasinya Armada Bus Damri menandai kemajuan
transportasi di Kabupaten Kampar pada era kepemimpinan Almarhum Bupati
Kampar H Aziz Zaenal, SH, MM dan Catur Sugeng Susanto,SH. Bus Damri yang
merupakan suatu unit usaha Badan Milik Negara (BUMN) ini melayani 2 trayek
Terminal Bangkinang ke Candi Muara Takus XIIlI Koto Kampar dan Terminal
Bangkinang ke Bandara SSK Il Pekanbaru. Adapun jumlah bus damri kabupaten

kampar dapat dilihat pada tabel dibawabh ini:

Tabel 1.2
Daftar Jumlah Bus Damri di Kabupaten Kampar
No Jenis Bus Unit Jumlah Bus
it Bus Damri (Pemadu Moda) 3
2 Bus Damri (Perintis) 2 5)

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, Tahun 2021



Bus Damri mulai beroperasi atau melayani penumpang pada 26 Oktober
2017 dengan ongkos gratis selama uji coba 1 minngu. Setelah melaksanakan uji
coba selama satu minggu bus damri trayek bangkinang ke X111 Koto Kampar akan
memungut biaya dengan tarif sekali jalan sebesar Rp. 10.000, perorang untuk
penumpang umum, dan untuk pelajar akan dikenakan tarif sebesar Rp. 5000,
perorang bagi yang mempunyai kartu pelajar. Bus yang akan beroperasi di XIII
Koto Kampar atau disebut dengan bus damri perintis sebanyak 2 unit dan bus
damri pemadu moda sebanyak 3 unit, jadi jumlah bus damri sebanyak 5 unit. Bus
damri mempunyai kapasitas 18 tempat duduk dan dilengkapi dengan pendingin
udara. Adapun jumlah bus dan penumpang yang berangkat dari terminal
kabupaten kampar ke XII1 koto kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3

Daftar Jumlah Penumpang Yang Berangkat Tahun 2017-2020
di Kabupaten Kampar

Tahun Jenis Kendaraan Penumpang
2017 Bus Damri 5,325
2018 Bus Damri 20,96
2019 Bus Damri 17,95
2020 Bus Damri 5,291

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, Tahun 2021

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwah tingkat jumlah penumpang-
penumpang yang menggunakan jasa angkutan umum Bus lebih banyak
mengalami penurunan, 2017 terjadi penurunan 5,325 dan 2018 mengalami
kenaikan 20,96 dan 2019-2020 mengalami penurunan akan tetapi yang sangat
drastis penurunan nya tahun 2020. menurun menjadi 5,291 penumpang. Terdapat
permasalahan berdasarkan wawancara dengan informan bahwa akibat campur

tangan dari adanya Bus swasta (suvar ven) yang bebas masuk. Untuk



pemeliharaan sarana dan prasarana, pemerajaan akan dilakukan juga sudah
memang sudah perlu dan ada dana, tetapi semenjak adanya campur tangan pihak
swasta lainnya, lahan pencarian uang menjadi sempit sehingga peremajaan pas
bus minim dilakukan. Beberapa penurunan level kualitas pelayanan yang memicu
penurunan jumlah penumpang pada perum damri dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4

Penurunan Kualitas Pelayanan
No Penurunan Kualitas Pelayanan
1 | Fasilitas seperti AC dalam bus DAMRI mengalami kerusakan, serta
keterlambatan waktu datang bus
2 | Kurangnya kenyamanan yang diberikan kepada konsumen karena tempat
duduk
3 | Dan kurangnya berfungsi AC serta banyak kursi dan keterlambatan waktu
bus
Sumber: Perum Damri Kabupaten Kampar Tahun 2021

Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 1 ayat 22 telah terdapat
indikator dalam hal membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana lalu
lintas angkutan jalan yang ramah lingkungan namun pada kenyataan masih belum
berjalan dengan semestinya. Sistem prasarana transportasi mempunyai ciri utama
yaitu melayani pengguna dimana dalam pemilihan dan pengguna alat (moda)
transportasi perlu disiapkan tempat moda tersebut bergerak, seperti jalan raya, rel
kareta api, pelabuhan laut dan bandar udara. Sedangkan sistem sarana transportasi
lebih mengarah kepemilihan jenis moda. Secara umum moda transportasi
dibedakan menjadi dua, yaitu kendraan pribadi dan kendraan umum penumpang

atau angkungan umum.
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Menurut Yurisdian, S.Si, T., ST., S.IPem., M.Eng., M.Si., Ph,D selaku
kepala bidang pengembangan dan keselamatan bus dijadwalkan 2 Kali
keberangkatan, baik dari terminal bangkinang maupun ke candi muara takus.
Jarak terminal ke candi muara takus lebih kurang dari 57 kilometer.

Tabel 1.5

Rute Keberangkatan Bus Damri
Rute Keberangkatan Angkutan Bandara (Pemadu Moda)

Dari Terminal Bangkinang Perkiraan Tiba Di Bandara SSK 11
08.00 WIB 10.00 WIB
11.00 WIB 13.00 WIB
14.30 WIB 16.30 WIB
Dari Bandara SSK 11 Perkiraan Tiba Di Terminal
Bangkinang
12.00 WIB 14.00 WIB
15.30 WIB 17.30 WIB
18.30 WIB 20.30 WIB

Rute Keberangkatan Angkutan Perintis

Berangkat Dari Terminal Berangkat Dari Candi Muara Takus
Bangkinang
08.30 WIB 07.00 WIB
15.00 WIB 15.00 WIB

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, Tahun 2021

Standar Operasi Bus Damri Kabupaten Kampar
1. Bus beroperasi tiap hari pukul:
07.00 — 17-30 Wib
2. Jumlah penumpang maksimal:
Duduk 18 dan berdiri 10 = 28 orang
3. Kecepatan bus :
30 — 50 dalam kota
4. Waktu tunggu:
10-15 menit
5. Bus berhenti tiap halte :
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45-60 detik
6. Ketepatan waktu kedatangan:
10-15 menit
7. Ac dalam Bus
25-270C
8. AUDIO Syistem
Maksimal level 4 atau 10 level
9." Tarif penumpang:
Rp. 10.000,-Umum/Mahasiswa
Rp. 5.000,-Pelajar
10. Rute Bus Damri
Candi Muara Takus-Bangkinang
Bangkinang - Bandara SSQ Riau

Bus Damri Kabupaten Kampar mempunyai 2 trayek, antara lain adalah

sebagai berikut:
1. KORIDOR 1 : BANGKINANG-CANDI MUARA TAKUS
JI. Raya Bangkinang Lintas Sumbar - X111 Koto Kampar
2. KORIDOR 2: BANGKINANG-BANDARA SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
JI. Raya Bangkinang,Pekanbaru, - JI.HR. Subrantas-JI.Sukarno
Hatta-JI. Arifin ahmad — JI. Jend. Sudirman
Jadi kurang efisiennya Bus Damri Kabupaten Kampar dari beberapa hal
yaitu kurang berhasil memberikan pelayanan sebagai moda transportasi umum
untuk masyarakat yang baik dalam sarana, prasarana, maupun pelayanannya.
Berdasarkan permasalahan yang peneliti paparkan dilatar belakang, maka peneliti

tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: ** Peran Dinas Perhubungan Dalam

Layanan Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Kampar**
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Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada latar belakang, maka

penulis dalam penelitian merumuskan masalah adalah sebagai berikut:

1.

2.

1.3

Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Dalam Layanan Jasa Angkutan
Umum Di Kabupaten Kampar?
Apa Saja Kendala Pelaksanaan Peran Dalam Layanan Jasa Angkutan

Umum Di Kabupaten Kampar?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis

dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian yaitu:

1.

14

Untuk Mengetahui Peran Dinas Perhubungan Dalam Layanan Jasa
Angkutan Umum Di Kabupaten Kampar.

Untuk Mengetahui Kendala-Kendala Pelaksanaan Peran  Dinas
Perhubungan Dalam Layanan Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten

Kampar.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari pada penelitian ini adalah:

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan penelitian dalam kajian studi administrasi negara khususnya
yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kebijakan publik.

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau
sumbangan pemikiran dan saran-saran bagi Dinas Perhubungan Kabupaten

Kampar Dalam Layanan Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Kampar.
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1.5 Sistematika Penulisan

BAB |

BAB |1

BAB 111

BAB IV

BAB V

Dalam penelitian ini adapun sistematika penulisan nya sebagai berikut:

: PENDAHULUAN

Dalam BAB | ini Pendahuluan berisikan tentang latar belakang,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika

penulisan.

: KERANGKA TEORI

Dalam BAB Il ini mengemukakan teori yang melandasi pembahasan
yang berhubungan dengan judul penelitian, yang terdiri dari: landasan

teori, konsep operasional dan kerangka pemikiran.

: METODE PENELITIAN

Dalam BAB IlI ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi dan
waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik

pengumpulan data dan analisis data.

: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan mengenai Gambaran
Umum Daerah Penelitian, Kondisi Georafis, Jumlah Penduduk,
Agama, Mata Pencarian, Pembangunan serta Organisasi dan Tata

Laksana.

: PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Pembahasan dan Hasil

Penelitian yang Dilakukan.
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BAB VI : PENUTUP
Pada bab ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian skripsi ini.
Dimana akan diberikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis
dan pembahasan serta mengemukakan beberapa saran yang dapat
memberikan sumbangan pemikiran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB |1

LANDASAN TEORI

2.1  Konsep Peranan Pemerintah Dalam Bidang Transportasi
2.1.1 Pengertian Peran

Istilah "peran™ kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata
peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Kata "peran™ dikaitkan
dengan "apa yang dimainkan" oleh seorang aktor dalam suatu drama. Dalam
bukunya Soekanto (2005:137) menjelaskan bahwa peran adalah bagian yang
dimainkan seseorang atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu
peristiwa. Gunawan (2003:369) mengatakan bahwa peran adalah sesuatu yang
menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya
hal atau peristiwa. Peran menurut Soerjono Soekanto (2002: 243), peran
merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan
hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu
peranan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat di ketahui bahwa peran adalah
suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok
orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.
Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang
lain sebagai eksekutif dearah dalam penyelenggaraannya dilakukan bersama-sama
DPRD. Dalam pasal 18 UUD 1945 mengatakan bahwa pembagian daerah
Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahnya

ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar dan

15
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permusyawaratan dalam sistem pemerintah negara dan hak-hak asal usul dalam
daerah-daerah yang bersifat istimewah.

Puspito (1989:21) mengungkapkan pengertian peranan merupakan suatu
konsep fungsional yang menjelaskan fungsi (tujuan) seseorang dan dibuat atas
dasar tugas-tugas yang nyata dilakukan oleh seseorang. Jadi, peranan merupakan
suatu konsep yang berisikan arah yang akan ditinjau seseorang untuk
menyelesaikan tugas-tugas yang dikerjakan. Dalam kebijakan transportasi secara
nasional, pemerintah merumuskan berbagai strategi dan upaya yang diharapkan
utamanya kepada: (1) meningkatnya kualitas pelayanan transportasi, (2)
meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi, (3) meningkatnya
pembinaan pengusahaan transportasi, (4) meningkatnya kualitas sumber daya
manusia, serta ilmu pengetahuan teknologi, (5) meningkatnya pemeliharaan dan
kualitas lingkungan hidup serta penghematan penggunaan energi, (6)
meningkatnya penyediaan dana pembangunan transportasi, (7) meningkatnya

kualiatas administrasi negara disektor transportasi (Adisasmita, 2011:37).

2.2 Konsep Pelayanan Publik
2.2.1 Pengertian Pelayanan Publik

Kotler dalam Rusli (2015:165) menjelaskan bahwa pelayanan publik
merupakan aktivitas yang ditawarkan oleh satu pihak pada pihak lain dan pada
dasarnya tidak berwujud (intangible) dan tidak menghasilkan kepemilikan. Kotler
berpandangan bahwa yang namanya pelayanan publik adalah aktivitas yang
dilakukan pemerintah untuk memenuhi permintaan masyarakat dalam bidang

kehidupan tertentu untuk kepentingan umum. Sepriyatna dalam Anggara
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(2012:567) yang menyatakan bahwa masyarakat yang semakin maju
membutuhkan pelayanan yang cepat, dihitung dengan nilai ekonomis, dan
menjamin adanya kepastian. Selain itu, Moenir dalam Anggara (2012:568)
mengemukakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui
aktivitas orang lain secara langsung. Murdick, Render, Rusei dalam Anggara
(2012 :570) bahwa pelayanan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas ekonomi
yang memproduksi atau menghasilkan waktu, tempat, bentuk, dan kebutuhan atau
keperluan psikologis.

Menurut Rusli (2015:168) Berdasarkan beberapa konsepsi tentang
pelayanan publik maka secara umum sebuah konsep pelayanan umum terbangun
dari beberapa unsur pokok seperti:

1. Pemerintah (Servant)
2. Masyarakat (Customer)
3. Hubungan antara Servent dan Customer (Relation)
4. Lingkungan (Environment)
2.2.2 Konsep Transportasi

Dengan diundangkannya undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang
otonomi daerah bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk
mengembangkan wilayahnya. Dalam pembangunan ini dapat dilakukan oleh
pemerintah, swasta maupun masyarakat, setiap organisasi yang dibentuk disetiap
daerah baik resmi maupun tidak resmi harus memanfaatkan sumber daya yang
terdapat didaerah tersebut untuk mencapai tujuan internal maupun eksternal

organisasi. Transportasi berasal dari kata latin yaitu transportare, dimana trans
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berarti seberang atau sebelah lain dan portare berarti mengangkut atau membawa.
Jadi transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) kesebelah lain atau
dari suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi seperti itu merupakan suatu jasa
yang diberikan guna menolong barang atau orang untuk dibawa dari suatu tempat
ketempat lainnya. Kegiatan transportasi mencakup bidang yang luas. Hampir
seluruh kegiatan manusia tidak dilepaskan dari kebutuhan akan transportasi.
Transportasi tumbuh dan berkembang sejalan dengan tingkat kehidupan manusia.
Tanpa adanya jasa transportasi sebagai penunjang sulit tercapainya hasil yang
memuaskan dalam usaha perkembangan ekonomi suatu negara. Kehidupan
masyarakat yang maju ditandai oleh mobilitas yang tinggi, yang ditandai oleh
tersedianya fasilitas yang cukup serta memadai dan murah. Transportasi yang
diselenggarakan harus dikelola secara efektif dan efisien agar kegiatan
transportasi tersebut dapat memberikan pelayanan yang memuaskan, lancar, aman
dan nyaman, oleh karena itu harus dilakukan perencanaan secara optimal.
Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang LLAJ pasal 3 berbunyi
“ transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas
dan angkutan jalan dengan aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan
efisien, maupun memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau semua
plosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas
sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan
biaya yang terjangkau oleh masyarakat. “ melihat dari isi Peraturan Pemerintah

No. 30 Tahun 2021 tentang LLAJ secara detail menjelaskan tentang:
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a. Keamanan
Penyediaan alat-alat keselamatan lalu lintas yang cukup (meliputi
rambu-rambu lalu lintas) merupakan usaha untuk mengurangi terjadinya
kecelakaan lalu lintas yang merugikan penumpang dan barang yang
diangkat serta manusia dan benda lainnya. Kerusakan pada harta kekayaan
dan barang lain-lainnya merupakan kerugian materi. Kerusakan fisik dapat
dicegah dengan melakukan pembongkaran dan pemuatan secara hati-hati.
Kerusakan alamiah dapat dihindari dengan melengkapi alat-alat
pendinginan, pemanasan, dan ventilasi. Barang-barang tersebut harus
dilindungi terhadap pencurian, penyerobotan, dan kebakaran. Untuk
angkutan penumpang perlengkapan dan alat keselamatan harus disediakan
dan diberi sanksi tegas terhadap pemilik sarana angkutan yang tidak
memilikinya (Rahardjo Adisasmita 50:2010).
b. Keselamatan
Menjamin keselamatan pada saat di halte maupun bus, dan
menyediakan alat penyelamat di dalam bus untuk keadaan darurat.
c. Keteraturan
Standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan kepastian
waktu pemberangkatan dan kedatangan mobil bus serta tersedianya
fasilitas informasi perjalanan bagi pengguna jasa. dan terdapat dua mutu
pelayanan yang meliputi:
1) Indikator

2) Nilai, ukuran atau jumlah.
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d. Kenyamanan

Barang mati tidak mengalami penurunan kualitas, barang hidup
(hewan dan tumbuhan) tidak tersiksa dan mengalami penurunan kualitas.
Sedangkan manusia perlu merasa nyaman sejak persiapan, maupun selama
perjalanan, maupun sesudah menempuh perjalanan.

e. Keterjangkauan

Merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk
memberikan kemudahan bagi pengguna jasa mendapatkan akses Angkutan
Massal Berbasis Jalan dan tarif yang terjangkau.

Menurut Setijowarno dan Frazila (2001) transportasi berarti suatu
kegiatan untuk memindahkan sesuatu (orang dan atau barang) dari suatu
tempat ketempat yang lain, baik dengan atau tanpa sarana (kendaraan, pipa,
dan lain-lain). Sedangkan menurut salim (2006), Transportasi adalah
kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat
ketempat lain. Jadi bila dikatakan kalau trasportasi merupakan usaha
mengangkut atau membawa barang dan atau penumpang dari suatu tempat
ketempat lainnya. Adapun unsur yang membentuk makna transportasi
ialah:

1) Manusia yang membutuhkan

2) Barang yang dibutuhkan

3) Kendaran sebagai alat/ sarana

4) Jalan dan terminal sebagai prasarana transportasi

5) Organisasi (pengelolaan transportasi)
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Kelima unsur ini mempunyai ciri-ciri tersendiri yang harus
dipertimbangkan dalam menelaah masalah transportasi. Dalam hubungan
ini perbaikan atau peningkatan transportasi terjadi bila terjadi perlakuan
dan perbaikan pada masalah satu atau lebih unsur-unsur tersebut.

2.2.3 Klasifikasi Transportasi
a. Transportasi Darat
Transportasi darat terdiri atas dua yaitu:
1) Transportasi jalan raya
Dalam transportasi jalan raya ini meliputi transportasi yang
menggunakan alat angkutan yang berupa manusia, sepeda motor,
becak, bus, truk dan kendraan bermotor lainnya.
2) Transportasi jalan rel
Didalam transportasi jalan rel ini digunakan alat angkutan
berupa kareta api yang terdiri atas lokomotif, gerbong, tangki, boks
khusus, trailer dan kareta penumpang. Jalan yang digunakan berupa rel
baja, baik dua rel maupun mono rel.
2.2.4 Pengelolaaan Transportasi
Menurut Andi Mappi Sammeng (2001: 261 ) ada tiga factor penting dalam
melakukan pengelolaan transportasi yaitu pengembangan, pengaturan, dan
kelembagaan.
a. Pengembangan
Untuk melakukan pengembangan transportasi hal yang harus

diperhatikan adalah:
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b. Perencanaan
Perencanaan transportasi merupakan pengorganisasian secara
menyeluruh pengembangan atau pembangunan fasilitas-fasilitas sarana
dan prasarana transportasi. Salah satu cara untuk mewujudkan
pengembangan yang berkesinambungan adalah melalui pendekatan
perencanaan  transportasi.  Perencanaan  transportasi  bertujuan
mengembangkan system transportasi yang memungkinkan pergerakan
manusia, barang dan sarana transportasi berpindah dari suatu tempat asal
ketempat tujuan dengan lancar, aman atau selamat, murah dan nyaman
serta terselenggara secara efektif dan efisien. (Adisasmita, 2011: 74)
Dalam peningkatan perencanaan transportasi dilakukan beberapa cara,
sebagai berikut:
1) Kepemimpinan yang efektif ( effective leadership ),
2) Kompetensi dan kemampuan anggota (staff competence and
credibility),
3) Kaualitas keterlibatan publik
4) Pengembangan etos daerah
5) Proses penyusutan dan tepat guna
6) Hubungan kerja sama
7) Koordinasi penggunaan lahan
8) Akuntabilitas kepada anggota
Sistem transportasi nasional (SISTRANAS) dalam pengembangannya

berpedoman pada Peraturan Mentri Perhubungan No. KM 49 Tahun 2005
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tentan visi SISTRANAS adalah terwujudnya kuntitas dan kualitas

penyediaan fasilitas transportasi serta layanan jasa transportasi yang

efektif dan efesien, sedangkan misi SISTRANAS adalah:

1) Menyediakan prasarana dan sarana transportasi yang handal dan
berkemampuan tinggi serta memenuhi standar minimal dan
internasional.

2) Meningkatkan daya saing industri jasa transportasi sehinggga dapat
memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

3) Memberdayakan masyarakat dunia usaha dan pemerintah dalam
rangka penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien.

4) Meningkatkan peran transportasi dalam mempercepat laju
pertumbuhan pembangunan.

Pelaksanaan

Pelaksanaan suatu rencana melibatkan semua pihak (pemerintah
dan swasta). Adapun unsur-unsur pokok pelaksanaan suatu rencana
pengembangan transportasi meliputi: pengesahan rencana terdiri dari
sasaran, tujuan, kebijakan umum, dan pentahapan program

(pengembangan) terdiri dari fasilitas, sarana dan prasarana, koordinasi dan

kerja sama.

Pembiayaan

Pembiayaan adalah pembiayaan pengadaan, pemeliharaan dan
pengoperasian peralatan transportasi dilakukan oleh perusahaan angkutan
tersebut. Biaya pengembangan transportasi suatu negara/daerah dapat

dikelompokkan kedalam empat golongan besar yaitu biaya persiapan
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(pemerintah, swasta, kerjasama), pembangunan prasarana (terminal, halte,
jalan), pengadaan sarana (fasilitas penunjang/alat transportasi), biaya
pemantauan.

Pengendalian

Pengembangan pelaksanaan program khususnya program Kerja
atau target tahunan harus dipantau secara berkesinambungan.
Pengendalian berupa pelayanan dan tanggung jawab tenaga kerja, kegiatan,
pelaksanaan pengawasan proyek yang dilaksanakan, prasarana (terminal ,
halte, jalan) serta pengendalian pemasaran, jumlah penumpang perbulan,
tingkat kepuasan masyarakat dan efektivitas kegiatan promosi yang

dilakukan.

Tabel 2.1
Layanan Sebagai Pedoman Perumusan Strategi dan Upaya
Pengembangan Transportasi
Layanan SISTRANAS
1. Meningkatkan pelayanan transportasi nasional
a. Meningkatkan kualitas pelayanan
b. Meningkatkan keterpaduan pengembangan tataran transportasi
nasional, tataran transportasi wilayah dan tataran transportasi
local.
c. Peningkatan peranan sector transportasi terhadap pengembangan
dan peningkatan daya saing dan sektor lain.
d. Peningkatan dan pengembangan sektor transportasi sebagai urat
nadi penyelenggaraan sistem logistik nasional.
e. Penyeibangan peranan BUMN, BUMD, Swasta dan Koperasi
f. Perawatan prasarana transportasi
g. Optimalisasi penggunaan fasilitas yang ada
h. Keterpaduan antar moda
[
J
k
l.

Pengembangan kapasitas transportasi
Peningkatan pelayanan pada daerah tertinggal
Peningkatan pelayanan untuk kelompok masyarakat tertentu
Meningkatkan pelayanan pada keadaan darurat
2. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi
a. Peningkatan keselamatan transportasi
b. Peningkatan keamanan transportasi
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3. Meningkatnya pembinaan pengusahaan transportasi
Peningkatan efesiensi dan daya saing
Penyederhanaan perizinan dan deregulasi
Peningkatan kompetisi moda transportasi
Peningkatan standarisasi pelayanan dan teknologi
Peningkatan penerimaan dan pengurangan subsidi
Peningkatan aksebilitas perusahaan nasional transportasi keluar
negeri
g. Peningkatan produktivitas dan efesiensi perusahaan jasa
transportasi
h. Pembinaan BUMN
4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, serta ilmu
pengetahuan dan teknologi
a. Peningkatan inovasi melalui penelitian dan pengembangan
b. Pengembangan pendidikan dan pelatihan transportasi
c. Peningkatan kepedulian ~masyarakat terhadap peraturan
perundan-undangan transportasi
5. Meningkatnya pemeliharaan dan kualitas lingkungan hidup
serta penghematan penggunaan energi
a. Peningkatan proteksi kualitas lingkungan
b. Peningkatan kesadaran terhadap ancaman tumpahan minyak
c. Peningkatan konservasi energi
d. Penghematan pengguna ruang
6. Meningkatnya penyediaan dana pembangunan transportasi
Peningkatan penerimaan dari pemakai jasa transportasi
Peningkatan anggaran pembangunan nasional dan daerah
Peningktan partisipasi swasta dan koperasi
Pemanfaatan hibah/bantuan luar negeri untuk program-program
tertentu

Q0o

oo

7. Meningkatnya kualitas administrasi  negara  disektor
transportasi
a. Penerapan manajemen modern
b. Pengembangan data dan perencanaan transportasi
c. Peningkatan struktur organisasi
d. Peningkatan sumber daya manusia
e. Peningkatan sistem pemotivasian
f.  Peningkatan sistem pengawasan

f. Kelembagaan

Aktivitas yang dilakukan dalam sebuah organisasi meliputi struktur,
koordinasi, pelaksanaan program pelatihan dan pendidikan serta peraturan.

Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 1 dan 2
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menegaskan bahwa ‘“Negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan
angkutan jalan, sedangkan pemerintah melaksanakan pembinaannya.
Pengaturan merupakan salah satu kegiatan kepastian hukum.
Dengan adanya kepastian hukum suatu lembaga dapat menyelenggarakan
kegiatannya dengan perasaan nyaman dan tenang. Dalam sistem
kelembagaan transportasi hal yang harus diperhatikan adalah:
1) Koordinasi
Koordinasi (coordination) adalah proses pengintegrasian
tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah
(departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk
mencapai tujuan organisasi secara efisien. Rencana pembangunan,
yaitu (a) selalu terhubung dengan masa depan, (b) didasarkan pada
beberapa tujuan dan (c) memerlukan koordinasi yang digunakan untuk
mencapai tujuan-tujuan tersebut. Koordinasi harus menghindari adanya
inkonsistensi dalam penencanaan (Adisasmita, 2001: 42). Adapun
unsur-unsur koordinasi menurut Syafie (dalam Monicca, 2013:5),
meliputi:
a) Pengaturan
b) Sinkronisasi
c) Kepentingan bersama
d) Tujuan bersama
2) Pendidikan
Pendidikan transportasi adalah proses penyelenggaraan belajar

mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pembentukan
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sikap perilaku sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan dalam
penyelenggaraan transportasi.
3) Pelatihan
Dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang
memiliki kompetensi diperlukan pelatihan transportasi yang terencana,
terarah dan terpadu serta memenuhi standar nasional dan internasional
agar tercipta keberhasilan sektor transportasi. Pelatihan transportasi
adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka
meningkatkan keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap prilaku
sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan dalam penyelenggaraan
transportasi.
g. Pengaturan
Menurut Ruray (2012: 104) pengelolaan lingkungan dapat
dilakukan dengan pendekatan hukum administrative. Pendekatan hukum
lingkungan administrative ini akan memberikan focus instrument-
instrumen kebijakan yang diterapkan, meliputi penerapan “instrument
teknologi” untuk memilih teknologi dalam mengurangi dampak
lingkungan, instrument ekonomi” berupa kebijkan tariff untuk membuat
masyarakat sadar akan ongkos yang harus ditanggung, dan “instrument
perencanaan”  transportasi dalam pengembangan wilayah yang

mengarahkan pada pengurangan ketergantungan pada mobil pribadi
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2.3 Pelayanan Jasa Transportasi Publik

Seperti pembahasan sebelumnya salah satu fungsi kota atau elemen
penting perkotaan adalah transportasi. Transportasi menurut Adisasmita (2014:01)
diartikan sebagai kegiatan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke
tempat tujuan. Proses transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana
kegiatan pengangkutan dimulai, menuju ketempat tujuan, kemana kegiatan
pengangkutan tersebut diakhiri. Transportasi merupakan kegiatan jasa pelayanan
(service activities) (Adisasmita, 2014:01). Transortasi publik memiliki peran
sangat penting dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Peranan transportasi
perkotaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di perkotaan seperti alat untuk
mendukung/memperlancar arus pertukaran barang dan jasa. Masyarakat kota
cenderung untuk memanfaatkan fasilitas publik dalam sistem transportasi, seperti
berbelanja, membayar pajak, melakukan aktifitas sekolah dan bekerja.
Transportasi diperlukan guna mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi antara
tempat asal dan tempat tujuan.

Transportasi merupakan sektor jasa pelayanan yang dibutuhkan oleh
masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan perekonomian dan
pembangunan, kegiatan transportasi sangat luas karena meliputi berbagai unsur
yang aktif dalam pemindahan manusia dan barang dari suatu tempat asal ke
tempat-tempat tujuan yang melibatkan berbagai stakeholders (pihak-pihak yang
terkait), yang terutama adalah (1) pengguna jasa transportasi (user) atau
penumpang dan pemilik barang, (2) operator (perusahaan pengangkutan), (3)

tenaga kerja di sektor transportasi, (4) pemerintah sebagai regulator,dan (5)
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Masyarakat (Adisasmita, 2014: 73). Sebagaimana tertulis dalam kebijakan
transportasi secara nasional (Sitranas, 2005), pemerintah merumuskan berbagai
strategi dan upaya yang diarahkan utamanya kepada: (1) meningkatkan kualitas
pelayanan transportasi. (2) meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi.
(3) meningkatkan pembinaan pengusaha transportasi. (4) meningkatkan kualitas
sumber daya manusia, serta ilmu pengetahuan dan tekhnologi. (5) meningkatkan
pemeliharaan dan kualitas lingkungan hidup serta penghematan penggunaan
energi. (6) meningkatkan penyediaan dana pembangunan transportasi, dan (7)
meningkatkan kualitas administrasi negara di sektor transportasi (Adisasmita,

2014: 27)

2.4 Konsep Angkutan Umum
2.4.1 Pengertian Angkutan Umum

Menurut Setijowarno dan Frazila (2001:211) angkutan umum adalah
angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah suatu kota dengan
menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat pada
trayek tetap dan teratur. Sedangkan Warpani (2002:44) mengartikan angkutan
umum adalah angkutan dalam wilayah administrasi kota. Angkutan umum
merupakan jenis moda angkutan umum di wilayah perkotaan yang beroperasi dan
bergerak di darat, yang melayani dan mengangkut penumpang dari tempat asal ke
tempat tujuan, angkutan umum tidak dapat dipisahkan dari sistem kegiatan
perkotaan, khususnya bagi masyarakat pengguna angkutan umum yang tidak

mempunyai pilihan moda lain untuk melaksanakan kegiatan.
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Tujuan utama keberadaan angkutan umum penumpang adalah
menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat.
Ukuran pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah dan
nyaman. Pelayanan angkutan umum penumpang akan berjalan dengan baik
apabila tercipta keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan. Dalam hal ini
pemerintah perlu campur tangan dengan tujuan antara lain (Warpani, 2002) :

a. Menjamin sistem operasi yang aman bagi kepentingan masyarakat
pengguna jasa angkutan, petugas pengelola angkutan dan pengusaha jasa
angkutan.

b. Mengarah agar kegiatan angkutan tidak menganggu lingkungan,
menciptakan persaingan yang sehat.

c. Membantu perkembangan dan pembangunan nasional maupun daerah
dengan meningkatkan pelayanan jasa angkutan.

d. Menjamin pemerataan jasa angkutan sehingga tidak ada pihak yang
dirugikan, mengendalikan operasi pelayanan jasa angkutan umum.

Karakteristik angkutan umum di indonesia adalah sebagai berikut :

a. Trayek sudah di tentukan.

b. Setiap tujuan ataupun jurusan yang akan di tempuh di bedakan melalui
warna armada ataupun melalui angka.

c. Armada yang di gunakan adalah bus kecil.

d. Tarifnya di tentukan oleh pemerintah dan penyedia jasa angkutan.
Keuntungan memilih angkutan umum sebagai moda angkutan umum

untuk wilayah perkotaan antara lain adalah sebagai berikut :
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Biaya Rendah (Low Cost).

Membantu mengurangi kemacetan.

Memungkinkan untuk mengubah tujuan di tengah perjalanan.

Intensitas keberangkatan yang lebih sering, angkutan umum tidak
mempunyai jadwal keberangkatan yang tetap, karena keberangkatan
angkutan umum biasanya ditentukan oleh jumlah penumpang.

Angkutan umum mempunyai mobilitas yang tinggi sehingga dapat

bergerak kapan saja.

Kelemahannya adalah :

a.

b.

2.4.2

Pelayanan yang kurang bagus, kondisi tempat duduk kurang begitu
nyaman.

Angkutan umum dapat menaikkan dan menurunkan penumpang
disepanjang rutenya sehingga mengakibatkan waktu perjalanan yang dapat
berubah-ubah.

Jenis Pelayanan Angkutan Umum

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan

menggunakan mobil bus atau mobil penumpang. Pengangkutan orang dengan

kendaraan umum dilayani dengan:

a.

Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam
jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak

berjadwal untuk pelayanan angkutan orang.

b. Tidak dalam trayek, pengangkutan orang dengan angkutan umum tidak

dalam trayek terdiri dari:
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1) Pengangkutan dengan menggunakan taksi.
2) Pengangkutan dengan cara sewa.
3) Pengangkutan untuk keperluan pariwisata.
2.4.3 Kualitas Operasional Angkutan Umum
Faktor yang mempengaruhi kualitas operasi angkutan umum, antara lain:
a. Load factor, yaitu perbandingan jumlah penumpang dengan kapasitas
tempat duduk mobil penumpang.
b. Waktu tempuh rute, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh suatu
rute secara utuh dari asal sampai ke akhir tujuan rute.
c. Frekuensi pelayanan, yaitu jumlah perjalanan kendaraan dalam satuan
waktu tertentu.

d. Jumlah armada, yaitu jumlah kendaraan yang beroperasi pada satu rute.

2.5 Konsep Damri
2.5.1 Pengertian Damri (Djawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia)
Perum Damri adalah perusahaan umum yang berbadan hukum dengan
tugas utama menyelenggarakan angkutan penumpang dan barang diatas jalan
dengan menggunakan kendaraan bermotor. Damri adalah singkatan dari Djawatan
Angkoetan Motor Republik Indonesia (ER, EYD: Jawatan Angkutan Motor
Republik Indonesia) yang dibentuk berdasarkan maklumat Kementrian
Perhubungan RI Nomor. 01/DAMRI/46 tanggal 25 november 1946 dengan tugas
utama menyelenggarakan kendaraan bermotor. Dalam perkembangan selanjutnya
sebagai PERUM, nama Damri tetap diabadikan sebagai brand mark dari Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) yang hingga saat ini masih tetap konsisten
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menjalankan tugasnya sebagai salah satu penyelenggara jasa angkutan penumpang
barang dengan menggunakan bus dan truk. Hingga saat ini Damri masih memiliki
jaringan pelayanan tersebar hampir seluruh wilayah republik indonesia. Dalam
kegiatan usahanya Damri menyelenggarakan pelayanan angkutan kota, angkutan
antar kota dalam provinsi, angkutan kota antar provinsi, antaran khusus Bandar
udara, angkutan pariwisata, angkutan logistik, angkutan keperintisan dan angkutan
lintas batas negara. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 2002 pasal 6 tentang sifat, maksud dan tujuan Perum Damri, maksud dan
tujuan perusahaan adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk
kemanfaatan umum penyelenggaraan jasa angkutan umum, penumpang dan
barang diatas jalan dengan kendaraan bermotor yang bermutu tinngi dengan
memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan.
Selanjutnya dalam pasal 7 dijelaskan mengenai kegiatan dan pengembangan usaha
yang dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Jasa angkutan penumpang untuk umum dan atau barang.

2. Angkutan perintis berdasarkan penugasan pemerintahan.

3. Usaha-usaha lain yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan

perusahaan.

Berdasarkan SK Dirjen 68/2002, mengatur lama perjalanan ke dan dari
tempat tujuan setiap hari rata-rata satu sampai satu setengah jam, maksimal dua
sampal tiga jam. Kecepatan perjalanan (kilometer per jam), adalah waktu yang
dibutuhkan untuk menempuh satu kilometer dari panjang trayek, satuan yang

digunakan menit per kilometer.
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2.5.2 Damri Kabupaten Kampar

Bus Damri Kabupaten Kampar merupakan angkutan yang paling banyak
dipilih oleh masyarakat di kabupaten kampar sebagai transportasi untuk umum di
dalam kota khususnya jurusan XIII Koto Kampar-bangkinang. Beberapa
penyebab tersebut antara lain tarif angkutan yang murah, hemat pengeluaran
dibandingkan dengan menggunakkan kendaraan pribadi, mengurangi dari
kemacetan lalu lintas, bebas dari polusi lingkungan, nyaman, dan waktu
perjalanan yang lebih cepat. Menggunakkan jasa transportasi kota merupakan
salah satu solusi dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di perkotaan tetapi tetap
tidak bisa menghindar dari kemacetan lalu lintas di perkotaan karena masih
sedikitnya kesadaran masyarakat menggunakkan jasa transportasi umum dan lebih
memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. (Wawancara Bapak Yurisdian
Kepala Bidang Pengembangan Dan Keselamatan, Pada Tanggal 01-01-2021)

Bus DAMRI yang ada di Kabupaten Kampar tersedia sebanyak 5 (lima)
unit yang tebagi antara Bus DAMRI Perintis dan Bus DAMRI Pemadu Moda. Bus
DAMRI Perintis ini memiliki 1 (satu) trayek yaitu dari Terminal Bangkinang-
Candi Muara Takus XIII Koto Kampar. Sedangkan Bus DAMRI Pemadu Moda
juga memiliki 1 (satu) trayek yaitu dari Terminal Bus Bangkinang-Bandara SSK
Il Pekanbaru.

a. Bus Perintis
Angkutan Perintis merupakan penugasan dari pemerintah untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi agar anak-anak dapat

bersekolah, biaya logistik dapat berkurang dan hasil bumi dapat
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terdistribusikan. Bus Perintis beroperasi di wilayah pelosok untuk
mempermudah masyarakat setempat dalam hal transportasi. Balai
pengelola Transportasi Darat Wilayah 1V Provinsi Riau menyelenggarakan
program subsidi angkutan perintis pada tahun 2018-2019. Subsidi
operasional angkutan perintis dilaksanakan secara kontraktual dengan
perum DAMRI. Kegiatan Penyelenggara Subsidi Operasional Angkutan
Perintis memiliki 1 (satu) trayek yaitu dari Terminal Bangkinang menuju
Candi Muara Takus XIIl Koto Kampar. Jumlah bus DAMRI Perintis yang
dimiliki oleh kabupaten kampar adalah sebanyak 2 (dua) unit.
Pemadu Moda

Pada hakekatnya Pemadu Moda ini adalah angkutan yang
mengantarkan penumpang dari titik A menuju titik B dan sebaliknya tanpa
diperbolehkan mengangkut penumpang lain di jalan. Balai Pengelola
Transportasi Darat Wilayah 1V Provinsi Riau menyelenggarakan program
subsidi angkutan Pemadu Moda pada tanggal 25 Agustus 2019. Pada
tanggal 24 Juli 2017 Bupati Kampar yaitu bapak Alm. Aziz Zaenal secara
resmi telah melauncingkan sarana transportasi untuk kabupaten kampar
yaitu Bus DAMRI Angkutan Pemadu Moda di Terminal Bangkinang
trayek Bangkinang-Bandara SSK Il Pekanbaru. Tujuan operasional
transportasi ini dilakukan adalah sebagai alternatif untuk mempermudah
masyarakat, kabupaten kampar khususnya dari jalur Terminal Bangkinang
menuju Bandara SSK 11 Pekanbaru. Subsidi operasional angkutan Pemadu

Moda dilaksanakan kontraktual dengan Perum DAMRI. Kegiatan Subsidi
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Operasional Angkutan Pemadu Moda memiliki 1 (satu) trayek yaitu dari
Terminal Bus Bangkinang menuju ke Bandara SSK Il Pekanbaru. Jumlah
bus DAMRI Pemadu Moda yang dimiliki oleh kabupaten kampar adalah
sebanyak 3 (tiga) unit. (https://dishub.kamparkab.go.id/bumn-perum-

damri/)

2.6 Pelayanan Dalam Pandangan Islam

Islam merupakan agama langit yang diturunkan Allah swt melalui Nabi
Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya. Islam yang sudah dipahami secara umum
maknanya sejahtera. Ajaran Islam menghendaki umat manusia yang beriman dan
bertaqwa kepada Allah dapat menjadikan dirinya sebagai khalifah-Nya. Artinya di
mana setiap manusia yang beriman dan bertagwa kepada-Nya dapat
memakmurkan bumi untuk mencari kebutuhan hidup. Memakmurkan bumi
merupakan sebuah keseimbangan hidup di dunia menuju ke akhirat kelak.

Dalam ajaran Islam (syari’at) segala sesuatu yang kita kerjakan sesuai
dengan tuntutan al-Qur’an dan Sunnah adalah ibadah. Orang yang mencari
kehidupan dunia tidak boleh melupakan tuntutan akhirat. Al-qur’an menjelaskan
wamay yurid tsawabad dunya nuktihi minha, wamai yurid tsawab al akhirati
nuktihi minha..... Demikian pula firman Allah swt wabtaghi fi ma a takallahu
ddar al akhirat, wa la tansa nasibaka minad dunya..... Setiap orang yang beriman
dan bertagwa kepada Allah swt, selalu dalam peringatan Allah dalam bekerja. Di
mana saja berada dan kapan saja selalu diingatkan-Nya agar tidak melupakan
akhirat. Artinya setiap manusia yang hidup dunia ini tersirat hanya tempat

singgahan belaka. Siapa saja yang pekerjaannya di dunia baik dan benar menurut
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ajaran Islam itulah orang akan beruntung di dua tempat yaitu dunia dan alam
akhirat.
Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Bagarah ayat 267 sebagai

berikut :

£ _ 9 _

u,;,ﬁT&;viju;/ T e Ui o il 5500 1 Gl

‘j.q.l&‘) M\W

Yang artinya : "Hai orang-orang yang beriman nafkahkan lah (di jalan Allah)
sebagai dari hasil usaha mu yang baik-baik dan sebagian dari
apa yang kamu keluar kan dari bumi untuk kamu dan jangan lah
kamu memilih yang buruk-buruk lalu profesional dalam bekerja".

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 26 sebagai berikut :

@\j MY}M‘J‘}M‘);WL}}UHJU‘;)
Yang artinya : Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan
haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan
dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara
boros”.

Kerja atau bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-
sungguh, dengan mengerahkan seruruh aset, pikir dan zikirnya untuk
mengaktualisasikan atau menampakkan arti diri sebagai hamba Allah yang harus
menundukkan dunia dan menempatkan diri sebagai bahagian dari masyarakat
yang terbaik (khairul ummah) atau dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa
hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya. Bekerja untuk mencari
nafkah dalam hidup dan kehidupan sudah menjadi sunnatullah agar manusia

menjadi bahagia dan mulia. Pekerjaan yang dilakukan dengan aktivitas yang

tinggi semata-mata dengan kekuatan iman yang kuat merupakan sebuah jihad. Di
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sinilah seorang manusia dengan keimanannya terhadap Allah dalam mencari
nafkah akan diberikan pahala yang besar.

Dalam melayani masyarakat sebagai objek pekerjaan adalah dengan
pelayanan prima. Pelayanan prima artinya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
Waktu yang telah ditentukan dilaksanakan dengan baik, tidak mengedepankan
kepentingan pribadi dan keluarga. Karena dengan pelayanan prima akan dirasakan
kenyamanan, ketertiban, keindahan, keserasian dan tidak berbelit-belit.

Tugas ini adalah sebagai tanggung jawab yang telah diberikan oleh
pemerintah secara porposional sehingga akan melahirkan manajemen yang
sinergik bagi masyarakat secara luas. Pegawai Negeri Sipil telah dapat
memberikan (care) pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Di sinilah
kita dapat melihat pelayanan (serve) yang memuaskan bagi kepentingan
masyarakat. Masyarakat tidak merasa dirugikan (fair) dalam menerima pelayanan

yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan
penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam
mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak
menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis.
Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam
memperkarya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.
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Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

NO | PENELITI JUDUL PERBEDAANNYA HASIL

1. | Dewi Implementasi | Menggunakan Hasil penelitian ini
Sasmita Kebijakan konsep operasional | menunjukkan bahwa
2019 Transportasi peraturan  undang- | kebijakan transportasi

Angkutan undang no 22 tahun | angkutan umum Bus
Umum  Bus | 2009. Sedangkan | Damri bagi
Damri penelitian ini | masyarakat XII1 Koto
(Djawatan menggunakan Kampar
Angkoetan metode kualitatif | menggunakan
Motor dan  menggunakan | Peraturan Perundang-
Republic konsep operasional | undangan No. 22
Indonesia ) | peraturan Tahun 2009 tentang
Bagi pemerintah no. 30 | Lalu Lintas Angkutan
Masyarakat tahun 2021. Jalan (LLAJ) vyang
Di Xiii Koto meliputi Indikator
Kampar Keamanan,
Kabupaten Keselamatan,
Kampar Keteraturan,
Kenyamanan,
Keterjangkauan

2. | Ibnu Integrated Menggunakan Hasil dan
Wardana Transportation | metode  penelitian | implementasi  sistem
2018 System  Bus | kuantitatif dan | ini memudahkan

Damri menggunakan masyarakat dalam
Menggunakan | konsep operasional | mencari jadwal, rute,
PYQGIS, peraturan bupati no | shelter dan lokasi
WEBGIS dan |35 tahun 2008 | posisi bus DAMRI
Androrid tentang pengelolaan | yang sedang
(Studi  Kasus | system transportasi | beroperasi.
Dinas dikabupaten kampar.
Perhubungan | Sedangkan
Kabupaten penelitian ini
Kampar) menggunakan

metode kualitatif

dan  menggunakan

konsep operassional

peraturan

pemerintah no. 30

tahun 2021.

3. | Rizki Implementasi | Metode Hasil penelitian ini
Oktavianti | Kebijakan menggunakan menunjukkan bahwa
2016 Transportasi konsep operasional | Implementasi

Umum Di | peraturan  undang- | Kebijakan Angkutan
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Kota

Semarang
( Studi Kasus
Perum Damri)

undang no. 14 tahun
1992 dan
menggunakan

konsep operasional
peraturan  undang-
undang no 22 tahun
2009.  Sedangkan

penelitian ini
menggunakan
konsep operasional
peraturan
pemerintah no. 30
tahun 2021.

Umum di Semarang
dengan Studi Kasus
Perum DAMRI
belum optimal,
dengan  penurunan
Kinerja dan tingkat

pelayanan yang
diberikan,
mengakibatkan
penurunan minat

penumpang setiap
tahunnya.

Definisi Konsep

Untuk memudahkan menganalisa serta membatasi ruang lingkup

ini, sebagai berikut:

penelitian, maka penulis akan menjelaskan beberapa defenisi tentang penelitian

1. Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang

atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau

kedudukan tertentu.

2. Pelayanan Publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk

barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung

jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan

di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan.

3. Angkutan Umum adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam

wilayah kota dengan mempergunakan mobil bus umum dan atau mobil

penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
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4. Bus Damri Sarana angkutan umum massal yang dikenal dengan Bus
Damri Kampar ini, dikeluarkan oleh pemerintah kota pekanbaru guna
mengatasi

masalah kemacetan serta sebagai pelayanan transportasi

perkotaan.

2.9 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan
bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga melalui pengukuran itu dapat
mengetahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisis dari
variable tersebut. Adapun indikator-indikator dalam penelitian ini meliputi :

Tabel 2.3
Konsep Operasional

Variabel Indikator Sub Indikator
1. Penyelenggaraan | 1. Dilakukan oleh pemerintah,
pemerintah daerah, badan hukum, dan
/ atau masyarakat
2. Keamanan 1. Halte dan fasilitas pendukung halte
2. Bus dan fasillitas pendukung bus
Pelaksanaan | 3. Keselamatan 1. Manusia
Layanan 2. Bus
Peraturan 3. Prasarana
Pemerintah | 4. Keteraturan 1. Waktu tunggu
Nomor 30 2. Informasi pelayanan
Tahun 2021 3. Informasi waktu kedatangan mobil/bus
Tentang 4. Informasi halte yang akan dilewati
Lalu Lintas 5. Ketepatan dan kepastian jadwal
dan kedatangan dan keberangkatan
Angkutan mobil/bus
Jalan 5. Kenyamanan 1. Halte dan fasilitas pendukung halte
2. Bus dan fasilitas pendukung bus
6. Keterjangkauan 1. Kemudahan perpindahan penumpang
antar koridor

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
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2.10 Kerangka Pemikiran

Sugiyono, (2007:65) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan
model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor
yang telah di identifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikiran ini
bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan
indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka pemikiran dalam

penelitian ini adalah:

Tabel 2.4
Kerangka Pemikiran

Peran Dinas Perhubungan Dalam Layanan Jasa
Angkutan Umum Di Kabupaten Kampar

Pelaksanaan Layanan
Peraturan Pemerintah No.
30 Tahun 2021 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

A 4 A \ 4 \ 4 v

Keamanan Keselamatan Keteraturan Kenyamanan Keterjangkauan

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021



BAB IlI

METODE PENELITIAN

3.1  Tempat Dan Waktu

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan
Kabupaten Kampar yang terletak di JI. Tuanku Tambusai Bangkinang, Kecamatan
Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Waktu penelitian yaitu jangka waktu
yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian mulai dari penyusunan
perancangan proposal hingga penggandaan laporan hasil penelitian, waktu

penelitian ini di mulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan selesai.

3.2 Jenis Dan Sumber Data
1. Jenis
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menurut sugiyono

(2005:1) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada
kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana
peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data bersifat
induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari
generalisasi. Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa
bagaimana Peran Dinas Perhubungan Dalam Layanan Jasa Angkutan
Umum Di Kabupaten Kampar.

2. Sumber Data
a. Sugiyono (2016:225) mengatakan bahwa Data Primer merupakan

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
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Sumber data primer di dapatkan melalui kegiatan wawancara dengan
subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di
lapangan. Dalam penelitian ini data primer berupa catatan hasil
wawancara dan hasil pengamatan langsung di lapangan yang di
peroleh melalui wawancara.

b. Sugiyono (2016:225) mengatakan bahwa Data Sekunder merupakan
sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul
data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data
sekunder di gunakan untuk mendukung informasi yang di dapatkan
dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literature, penelitian
terdahulu, buku, laporan-laporan kegiatan yang di adakan oleh

perpustakaan dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1)

2)

Pengamatan (Observasi) merupakan suatu metode atau cara untuk
menganalisis dan melakukan pencatatan yang di lakukan secara sistematis,
tidak hanya terbatas dari orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.
Pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dengan menggunakan
metode observasi sangat di butuhkan.

Wawancara (interview) di gunakan sebagai teknik pengumpulan data
apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan

permaslahan yang akan di teliti, dan apabila peneliti juga ingin mengetahui
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hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah dari responden
tersebut sedikit.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini guna melengkapi
data yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi.
Dokumen/Arsip yaitu metode digunakan untuk mengumpulkan data dan
informasi mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,
transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya.
Atau dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen
bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari
seseorang. Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini guna
melengkapi data yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara dan

observasi.

Teknik Analisa Data

Analisa data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian

menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan

sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam

menyusun penelitian. Teknik analisa data terdapat beberapa komponen pokok,

menurut Ulber Silalahi (2010:339) yaitu:

1.

2.

3.

Reduksi Data
Penyajian Data

Menarik Kesimpulan
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3.5 Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan
data informasi tentang situasi dan kondisi. Informan merupakan seorang yang
benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti, purposive sampling adalah
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini di
gunakan teknik purposive sampling. Adapun yang menjadi informan penelitian
ini dan akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh

dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1
Informan
No Informan Jumlah
1 Kepala Unit 1
2 Kepala Bidang Pengembangan dan 1
Keselamatan
3 Kepala Bidang Angkutan dan Sarana 1
4 Kasi Keselamatan dan lingkungan 1
Perhubungan
5 Masyarakat Pengguna Bus Damri 6
Jumlah 10

Sumber: Data Olahan Tahun 2021



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1  Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kampar

Letak kabupaten kampar sangat strategis, karena disamping diapit oleh dua
kabupaten/kota yaitu pekanbaru dan rokan hulu. Kabupaten kampar merupakan
jalur lintas barat yang menghubungkan beberapa kota di sumatra dan juga berada
dikawasan segitiga pertumbuhan ekonomi indonesia, malaysia, singapur (ims- gt)

dan kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi indonesia-malaysia-thailand (imt-gt).

4.2  Tinjauan Historis
Secara historis kabupaten kampar berdiri pada tahun 1949 melalui surat
keputusan gubernur militer sumatra tengah nomor: 10/GM/STE/49 tanggal 9
november 1949. Ibu kota kabupaten kampar pada awalnya adalah pekanbaru
dengan wilayah pemerintahan daerah-daerah bekas kewedanaan pelalawan, pasir
pengaraian, bangkinang dan pekanbaru luar kota. Kemudian berdasarkan undang-
undang no. 12 tahun 1956 ibu kota kabupaten kampar dipindahkan kebangkinang
dan baru terlaksanan tanggal 6 juni 1967. Pemindahan ibu kota kabupaten
kebangkinang tersebut dilatar belakangi antara lain oleh beberapa faktor sebagai
berikut:
1. Pekanbaru sudah menjadi ibu kota provinsi riau
2. Pekanbaru selain menjadi ibu kota provinsi riau sudah menjadi kota madya.
3. Mengingat luasnya daerah kabupaten kampar sudah sewajarnya
dipindahkan kebangkinang juga mengingat efisiensi pengurusan

pemerintah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
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Proyek masa depan kabupaten kampar tidak mungkin lagi dibina dengan
baik dari pekanbaru.

Bangkinang terletak ditengah-tengah daerah kabupaten kampar, yang
dapat dengan mudah untuk melaksanaan pembinaan keseluruhan wilayah
kecematan dan sebaliknya.

Kemudian sejalan diberlakukannya reformasi politik yang dilandasi oleh

semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah, kabupaten kampar

bersadarkan undang-undang no. 53 Tahun 1999 dimekarkan menjadi tiga wilayah

pemerintahan, yaitu kabupaten kampar, kabupaten rokan hulu, dan kabupaten

pelalawan. (IrNURHASANI, MM, 2018)

4.3  Kondisi Geografis
Kabupaten kampar memiliki luas 10.983,46 km2 yang wilayahnya berada
diposisi 1.
1. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten bengkalis dan kabupaten rokan
hulu.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten kuantan sengingi dan
kabupaten indragiri hulu.
3. Sebelah barat berbatasan dengan provinsi sumatra barat.
4. Sebelah timur dengan kota pekanbaru dan kabupaten pelalawan.

Kondisi wialyah kabupaten kampar terdiri dari daerah perbukitan dan

beberapa sungai. Sebagian besar kabupaten kampar merupakan daerah perbukitan

yang berada disepanjang bukit barisan yang berbatasan dengan provinsi sumatra

barat dengan ketinggian antara 0-500 meter dari permukaan laut. Disamping itu,
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sebagian besar wilayah ini dialiri oleh sungai-sungai besar yaitu sungai kampar
dan sungai siak. Sungai kampar yang panjangnya lebih 413.5 km dengan
kedalaman rata-rata 7.7 meter dengan lebar rata-rata 147 meter. Seluruh bagian
sungai ini termasuk dalam kabupaten kampar yang meliputi kecamatan XIII koto
kampar, bangkinang, bangkinang barat, kampar siak hulu , dan kampar Kiri.
Kemudian sungai siak bagian hulu panjangnya lebih kurang 90 km dengan
kedalaman rata-rata 8-12 meter yang melintasi kecamatan tapung. Sungai-sungai
besar yang terdapat dikabupaten kampar ini berfungsi antara lain sebagai sumber
energi listrik (PLTA Koto Panjang), prasarana perhubungan, dan sumber daya air
bersih budi daya ikan. Kabupaten kampar pada umumnya beriklim tropis.

(IrNURHASANI, MM, 2018)

4.4  Penduduk

Secara administrasi pemerintahan, kabupaten kampar terbagi kedalam 22
kecamatan yang terdiri dari kecamatan bangkinang, bangkinang kota, kecamatan
kampar, kecamatan tambang, kecamatan XIII koto kampar, kecamatan kuok,
kecamatan siak hulu, kecamatan kampar kiri, kecamatan kampar kiri hilir,
kecamatan Kiri hulu, kecamatan tapung, kecamatan tapung Hilir, kecamatan
tapung hulu, kecamatan salo, kecamatan rimbo jaya, kecamatan bangkinang
seberang, kecamatan perhentian raja, kecamatan kampar timur, kecamatan kampar
utara, kecamatan kampar Kiri tengah, kecamatan gunung sahilan, dan kecamatan

koto kampar hulu.
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objek pembangunan maupun
Sebagaimana diprioritaskan oleh pemeritah bahwah faktor penduduk merupakan
modal dasar dari pelaksanaan pembangunan. Penduduk dalam wilayah kabupaten

kampar pada tahun 2021 berjumlah 933.202 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat

Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar

Penduduk merupakan unsur penting dalam pembangunan, baik sebagai

dilihat pada table berikut :

sebagai

subjek pembangunan

itu sendiri.

Table 4.1:
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Kampar

No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Bangkinang 20.920 20.222 41.142
2 Bangkinang Kota 16.938 15.981 32.919
3 Kampar 27.655 26.529 54.184
4 Tambang 41.494 38.562 80.056
5 X111 Koto Kampar 13.903 12.954 26.857
6 Bangkinang Barat 13.952 13.278 27.230
7 Siak Hulu 52.675 49.029 101.704
8 Kampar Kiri 18.787 17.076 35.863
9 Kampar Kiri Hilir 7.327 6.582 13.909
10 | Kampar Kiri Hulu 6.699 6.266 12.965
Xk Tapung 59.697 54.864 113.561
12 Tapung Hilir 36.859 33.666 70.525
13 Tapung Hulu 58.952 53.650 112.602
14 Salo 16.437 15.132 31.569
15 Rumbio Jaya 10.543 10.019 20.562
16 Bangkinang 19.005 17.910 36.915

Seberang
17 Perhentian Raja 11.809 10.822 22.631
18 Kampar Timur 14.700 13.943 28.643
19 Kampar Utara 10.510 10.172 20.682
20 | Kampar Kiri Tengah 17.135 15.141 32.549
21 Gunung Sahilan 13.230 12.227 25.457
22 | Koto Kampar Hulu 12.239 11.357 23.596

Jumlah 501.466 464.655 966.121

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar Tahun 2021
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4.6 Sejarah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

Pada masa orde baru kewenangan bidang perhubungan yang menyangkut
bidang transportasi, jalan, angkutan orang dan barang, terminal dan perparkiran
ada pada departemen perhubungan. Untuk daerah tingkat 1 propinsi riau
departemen perhubungan berbentuk kantor wilayah yang kewenangannya meliputi
seluruh wilayah daerah tingkat 1 propinsi riau. Selanjutnya kantor wilayah
(kanwil) daerah tingkat 1 propinsi riau membentuk kanwil pembantu pada
masing-masing daerah tingkat 11 kabupaten.

Pada tahun 1993 daerah tingkat Il kabupaten kampar yang masuk dalam
wilayah daerah tingkat | propinsi riau, dibentuk tiga kanwil pembantu yang
masing-masing kanwil pembantu melingkupi beberapa kecamatan yaitu antara
lain :

1. Kanwil pembantu | yang berkedudukan di bangkinang
2. Kanwil pembantu Il yang berkedudukan di pasir pengarayan
3. Kanwil pembantu Il yang berkedududukan di pelalawan.

Setelah bergulirnya otonomi daerah, kewenangan perhubungan diberikan
kepada daerah tingkat Il kabupaten. Untuk kabupaten kampar kanwil berubah
menjadi dinas lalu lintas angkutan jalan raya yang dipimpin oleh seorang kepala
dinas yang pembentukannya berdasarkan peraturan daerah. Perkembangan
selanjutnya sampai sekarang telah terjadi beberapa kali perubahan nama dinas dan
pergantian kepala dinas perhubungan.

Dinas perhubungan informasi dan komunikasi kabupaten kampar dibentuk

berdasarkan peraturan daerah kabupaten kampar nomor 6 Tahun 2008 tanggal 15



52

februari 2008 dan peraturan bupati kampar nomor 35 tahun 2008 tentang uraian
tugas jabatan struktural dinas perhubungan informasi dan komunikasi kabupaten
kampar.

Kemudian tahun 2017 dinas perhubungan informasi dan komunikasi
kabupaten kampar berubah menjadi dinas perhubungan kabupaten kampar
berdasarkan peraturan daerah kabupaten kampar nomor 6 tahun 2017 tentang
pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten kampar dan peraturan
bupati kampar nomor 50 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas
dan fungsi serta tata kerja dinas perhubungan kabupaten kampar.

Adapun urutan perubahan nama-nama dinas perhubungan kabupaten
kampar adalah sebagai berkut :

1. Dinas lalu lintas dan angkutan jalan raya kabupaten kampar.

2. Dinas lalu lintas angkutan jalan kabupaten kampar.

3. Dinas perhubungan pariwisata dan seni budaya kabupaten kampar.
4. Dinas perhubungan informasi dan komunikasi kabupaten kampar.
5. Dinas perhubungan kabupaten kampar.

Kemudian nama-nama kepala dinas yang pernah memimpin di dinas
perhubungan kabupaten kampar beserta periode masa jabatan kepemimpinannya

sampali sekarang adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.2
Nama-Nama Kepala Dinas yang Pernah Memimpin
Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

No Nama Kepala Dinas Periode Jabatan
1 Warnedi 1993

2 Drs. M. Nur Husin 1993-2000
3 A. Helmi Sukra, SH 2000-2005
4 Drs. H. Amri Saalam 2006

3 Ir. H. Basri Rasyid, MM 2006-2008
6 Drs. Muhammad, S, M.Si 2008-2011
7 H. Nukman Hakim, SH 2011-2012
8 Drs. M. Amin Filda 2012-2014
9 Hambali, SE. MBA. MH 2014-2018
10 Drs. Mahadi, MH 2018-2020
11 Drs. M. Amin Filda SEKARANG

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Tahun 2021

4.7  Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar
Berdasarkan pasal 3 peraturan bupati kampar nomor 50 tahun 2016
tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas
perhubungan kabupaten kampar. Tugas pokok dinas perhubungan kabupaten
kampar adalah melaksanakan kewenangan pemerintah kabupaten kampar di
bidang perhubungan, untuk melaksanakan tugas tersebut dinas perhubungan
kabupaten kampar memiliki fungsi :
1. Menyusun kebijakan teknis di bidang perhubungan
2. Mengumpulkan dan menghimpun data yang berkaitan dengan
perhubungan
3. Memberikan perizinan dan melaksanakan pelayanan umum di bidang
perhubungan
4. Melakukan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas (uptd)

5. Melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan.
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4.7.1 Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten

Kampar

Berdasarkan pasal 3 peraturan bupati kampar nomor 50 tahun 2016

tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas
perhubungan kabupaten kampar adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
Dinas perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
mempunyai tugas pokok membantu bupati kampar melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten kampar.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, kepala dinas
mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan,
perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten
kampar.

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan,
perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten
kampar.

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan

jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi
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kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada
daerah kabupaten kampar.

4) Pelaksanaan administrasi dinas perhubungan kabupaten kampar.

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pelayanan
teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas
perhubungan kabupaten kampar. Uraian tugas sebagaimana yang
dimaksud diatas adalah sebgai berikut :

1) Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan
pelaporan dinas perhubungan kabupaten kampar.

2) Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian,
ketatausahaan,  keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, dan
dokumentasi.

3) Penataan organisasi dan tata laksana.

4) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan.

5) Supervisi penyusunan program Kerja.

6) Koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan standar
operasional prosedur (sop).

7) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.

8) Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah.

9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum melakukan penyiapan bahan

pelaksanaan urusan kepegawaian, Kketatausahaan, kerumahtanggaan,

kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta

penyusunan peraturan perundang-undangan. Uraian tugas sebagaimana

dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.
Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
Survey lapangan terkait bidang tugasnya.

Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian,
tata usaha, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kearsipan
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan program kerja dan membuat laporan tahunan.

Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan sosialisasi
peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis serta
bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kepegawaian,
umum/tata usaha dan perlengkapan.

Perumusan dan pelaksanaan kegiatan dokumentasi serta pengolahan
data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian,
umum, dan perlengkapan.

Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang
berhubungan dengan bidang kepegawaian, pembinaan aparatur (binap)

serta peningkatan kualitas pegawai.
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9) Perumusan dan pelaksanaan pelayanan administrasi, dan dokumentasi
kegiatan kantor.

10) Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait
sesuai bidang tugasnya.

11) Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan,
upacara-upacara, dan rapat-rapat dinas.

12) Perumusan dan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, urusan
dalam, akomodasi dan perjalanan dinas.

13) Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penyusunan kebutuhan dan
materil bagi unit kerja di lingkungan dinas.

14) Penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat.

15) Perumuskan dan koordinasi kegiatan kebersihan, ketertiban,
kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta
pengamanan di lingkungan dinas.

16) Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi
pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan
pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, menyusun duk
dan registrasi pns di lingkungan dinas.

17) Perumusan dan pengelolaan data pegawai serta pengarsipan skp pns.

18) Penghimpunan dan perumusan petunjuk teknis yang berhubungan
dengan sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan.

19) Pemberian bimbingan, petunjuk dan pembinaan kepada bawahan baik

secara tertulis maupun lisan.
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20) Penyelenggaraan dan pelayanan administrasi umum, administrasi
kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan.

21) Fasilitasi  diklat penjenjangan, karir kepegawaian dan teknis
perhubungan.

22) Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

. Sub Bagian Perencanaan dan Data

Sub Bagian Perencanaan dan Data mempunyai tugas pokok

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran,

evaluasi, dan pelaporan dinas. Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas

adalah sebagai berikut :

1) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.

2) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.

3) Survey lapangan terkait bidang tugasnya.

4) Pengkoordinasian usulan setiap bidang.

5) Pengumpulan data dan informasi.

6) Perumusan dan penyusunan renstra, renja, RKA, IKU dan program
pembangunan.

7) Penyusunan laporan akuntansi kinerja instansi pemerintah (lakip).

8) Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (Ippd).

9) Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (Ikpj).

10) Penyusunan profil dinas.

11) Penyusunan standar operasional prosedur (sop).
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12) Penyusunan standar pelayanan (sp).
13) Penyusunan standar pelayanan minimal (spm).
14) Pembuatan laporan realisasi fisik dan keuangan.
15) Fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
16) Penghimpunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis.
17) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Keuangan dan Aset
Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan
pengelolaan barang milik/kekayaan daerah. Dengan uraian tugas sebagai
berikut :
1) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.
2) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
3) Survey lapangan terkait bidang tugasnya.
4) Penyiapan surat perintah membayar.
5) Pelaksanaan akuntansi keuangan dinas.
6) Penyiapan laporan keuangan dinas.
7) Verifikasi serta meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran
(spp).
8) Penyiapan surat perintah membayar (spm).

9) Verifikasi atas penerimaan.
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10) Verifikasi laporan pertanggungjawaban (spj) bendahara penerimaan
dan bendahara pengeluaran.
11) Pengelolaan, pendataan dan penguatan aset dinas.
12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Lalu Lintas
1) Kepala Bidang
Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang kepala bidang yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di
bidang lalu lintas. Uraian tugasnya adalah :
a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen lalu
lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas.
b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen lalu
lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas.
c) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu
lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas.
d) Supervisi penyusunan program kerja.
e) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh

seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan

pelaporan terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas. Uraian tugasnya

adalah :

a)
b)

c)
d)

f)

9)
h)

)

Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.
Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
Survey lapangan terkait bidang tugasnya.

Penyusunan tataran transportasi lokal, master plan dan study
kelayakan lalu lintas.

Penetapan rencana induk jaringan LLAJ dan LLASDP kabupaten.
Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian
kapal dalam daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan
kabupaten dan jaringan jalur kereta api kabupaten.

Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten.

Penetapan jaringan jalur dan jaringan kereta api yang jaringannya
dalam 1 (satu) daerah kabupaten.

Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten seperti rambu,
marka, paku marka jalan, traffic cone, water barrier dan barrier
beton.

Pembangunan dan pemeliharaan alat pembatas kecepatan, alat
pembatas tinggi dan lebar kendaraan, guardrill, cermin tikungan,

delineator, pulau lalu lintas dan marka kejut.
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k) Penyediaan dan pemeliharaan kerb/kanstin jalan, trotoar, fasilitas
pejalan kaki, fasilitas bersepeda dan penyandang cacat.

I) Pemantauan dan rekomendasi penggunaan drone.

m) Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas

Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas dipimpin oleh seorang

kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di

bidang persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan

kabupaten. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

1) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.

2) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.

3) Survey lapangan terkait bidang tugasnya.

4) Pelaksanaan evaluasi dan penilaian dokumen usulan analisis
dampak lalu lintas.

5) Pelaksanaan evaluasi tata guna letak dan tata guna lahan pasca
pembangunan yang berdampak terhadap lalu lintas.

6) Pembinaan terhadap pengembang dan developer.

7) Perbantuan pelaksanaan SAR.

8) Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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g. Bidang Angkutan dan Sarana

1)

2)

Kepala Bidang
Bidang Angkutan dan Sarana dipimpin oleh seorang kepala
bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan
pelaporan di bidang angkutan dan sarana. Uraian tugasnya adalah
sebagai berikut :
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan orang,
angkutan barang, dan pengujian sarana.
2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan orang,
angkutan barang, dan pengujian sarana.
3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang,
angkutan barang, dan pengujian sarana.
4) Supervisi penyusunan program kerja.
5) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Angkutan
Seksi Produksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang
mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terhadap angkutan.
Uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

a) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.
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d)

9)

h)

)

K)
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Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
Survey lapangan terkait bidang tugasnya.

Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam
daerah kabupaten.

Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan
dalam 1 (satu) daerah kabupaten.

Penetapan dan rekomendasi proses perizinan angkutan.

Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang
melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan
perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah
kabupaten.

Merumuskan dan melaksanakan perencanaan pelayanan angkutan
barang, pergudangan dan angkutan khusus.

merumuskan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian
jaringan trayek serta komposisi angkutan pendataan, angkutan
terpadu dan berkal.

Pembinaan terhadap organisasi dan pengusaha angkutan serta
ORGANDA.

Pelaksanaan manajemen angkutan keperintisan.

Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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3) Seksi Pengujian Sarana

Seksi Pengujian Sarana dipimpin oleh seorang kepala seksi

yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pengujian berkala kendaraan bermotor dan penerbitan izin usaha jasa

terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal. Uraian tugasnya

sebagai berikut :

a)
b)
c)
d)

9)
h)

)
K)

Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.
Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
Survey lapangan terkait bidang tugasnya.

Perumusan peraturan dan kebijakan terkait pengujian kendaraan
bermotor, perubahan jenis/sifat kendaraan bermotor dan sejenisnya
dalam rangka pelayanan untuk jalan kendaraan bermotor.
Pengaadan kebutuhan perlengkapan tanda lulus uji.

Pembinaan penguji kendaraan bermotor.

Proses kalibrasi alat uji kendaraan bermotor.

Proses sertifikasi balai uji kendaraan bermotor.

Pengadaan dan pemeliharaan pengujian keliling.

Pembangunan dan pemeliharaan balai uji.

Pelaporan harian, bulanan, semesteran dan tahunan proses

pengujian sarana.



66

I) Pembinaan terhadap bengkel dan karosesri kendaraan bermotor,
usaha penggalangan kapal dan perusahaan yang bergerak disektor
suplai kendaraan bermotor.

m) Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

h. Bidang Prasarana
1) Kepala Bidang
Bidang Prasarana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang
mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan
pelaporan di bidang prasarana. Dalam melaksanakan tugas, bidang
prasarana menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan,
pembangunan, dan pengoperasian prasarana.

b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan,
pembangunan, dan pengoperasian prasarana.

c) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan,
pembangunan, dan pengoperasian prasarana.

d) Supervisi penyusunan program Kerja.

e) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuali

dengan tugas dan fungsinya.
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2) Seksi Pembangunan Prasarana

Seksi Pembangunan Prasarana dipimpin oleh seorang kepala

seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan

terkait pembangunan prasarana. Dengan uraian tugas sebagai berikut :

a)
b)

c)
d)

9)

h)

Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.
Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
Survey lapangan terkait bidang tugasnya.

Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan
lokal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan
sungai dan danau, dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada
jaringan jalur kereta api kabupaten.

Perencanaan, pembangunan dan perawatan simpul jalan, terminal,
dermaga, stasion, halte, shelter, helipad, bangunan tempat
pendaratan dan lepas landas helikopter.

Perencanaan, pembangunan dan perawatan gedung parkir dan
marka parkir.

Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan
pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin reklamasi di wilayah
perairan pelabuhan pengumpan lokal.

Perencanaan,  pembangunan  dan  perawatan  prasarana
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah
kabupaten.

Perencanaan, pembangunan dan perawatan APILL dan lampu jalan.
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J) Perencanaan, pengadaan dan perawatan alat keselamatan kapal.

k) Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengoperasian Prasarana

Seksi Pengoperasian Prasarana dipimpin oleh seorang kepala

seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan

terkait operasional dan kinerja prasarana. Uraian tugas sebagali

berikut :

a) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.

b) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.

c) Survey lapangan terkait bidang tugasnya.

d) Pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pengoperasian
pelabuhan sungai dan danau.

e) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (tuks) di dalam
DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.

f) Pengelolaan simpul perjalanan.

g) Pengelolaan perparkiran.

h) Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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I. Bidang Pengembangan dan Keselamatan

1) Kepala Bidang

2)

Bidang Pengembangan dan Keselamatan di pimpin oleh

seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi

dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.

Dalam melaksanakan tugas, bidang pengembangan dan keselamatan

menyelenggarakan fungsi :

a)

b)

Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda,
teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan.
Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda,
teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan.
Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda,
teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan.
Supervisi penyusunan program kerja.

Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
Pertimbangan teknis, akademis dan vyuridis terhadap seluruh
program dan kegiatan perhubungan.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuali

dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dipimpin

oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan
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penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi

dan pelaporan terkait pemaduan moda dan pengembangan teknologi

perhubungan. Uraian tugas sebagai berikut :

a)
b)
c)
d)

9)
h)

)

k)

Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.
Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
Pengelolaan pelayanan angkutan pemadu moda.

Pengelolaan kebersihan, keindahan, dan ketertiban (k3) serta
kenyamanan di lingkungan angkutan pemadu moda.

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau pihak
lain dalam rangka pemanfaatan pelayanan angkutan umum.
Melaksanakan pengelolaan sistem angkutan umum massal (saum)
untuk kelancaran transportasi masyarakat di kabupaten kampar.
Pengelola website dinas dan media on-line.

Pengelola aplikasi e-governance dinas .

Pengelola CCTV dan Area Traffic Control System (ATCS).
Pengkoordinasian forum LLAJ.

Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan

Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan di pimpin

oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi
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dan pelaporan terkait keselamatan dan lingkungan perhubungan.

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

a)
b)

c)

d)

9)
h)

)
K)

Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.
Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
Pengembangan lingkungan perhubungan, penelitian, kajian
literatur dalam aspek akademis, teknis dan yuridis sektor
transportasi.

Pembimbingan, penyuluhan sosial, sosialisasi, seminar, lokakarya
dan kampanye di bidang keselamatan angkutan.

Audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan, fungsi
jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan
penanganan keselamatan di jalan, fasilitasi promosi dan kemitraan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan
pengusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelayakan kendaraan,
serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan.

Rekrutmen dan pengkaderan personil teknis perhubungan.
Pembinaan komunitas transportasi.

Permagangan mahasiswa dan pelajar.

Pembinaan pengemudi dan awak teladan.

Pembinaan pelajar pelopor keselamatan.

Pengelolaan penilaian perhubungan.

Penyusunan literatur dan bahan bacaan terkait transportasi.
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m) Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
4.7.2 ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.
Permasalahan yang terjadi, diidentifikasikan karena masih kurangnya
manajemen dibawah ini:
a. Kurangnya manajemen transportasi

Manajemen lalu lintas (transportasi) adalah serangkaian :

1) Kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, operasional
dan pengawasan.

2) Koordinasi antara infrastruktur, lalu lintas dan pengaturan.

3) Teknik manajemen lalu lintas.

4) Impact group/stake holder.

Yang bertujuan untuk kelancaran lalu lintas, disamping tujuan
tersebut juga di maksudkan agar efisien dan selamat atau yang lazim
disebut dengan eficiency, biaya pemakai (User cost). Manajemen lalu
lintas tersebut terbagi menjadi 3 kategori, yaitu;

1) Manajemen kapasitas, yaitu peningkatan kapasitas jalan dan kendaraan.

2) Manajemen prioritas, yaitu memprioritaskan kendaraan tertentu.

3) Manajemen permintaan, yaitu metode yang diharapkan agar pemakai
jalan memberikan respon terhadap suatu kondisi tertentu yang timbul
karena penerapan kebijaksanaan perbatasan lalin yang diberlakukan

atau untuk membatasi permintaan.
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Kurangnya manajemen aparatur

Instansi perhubungan adalah instansi teknis, maka dibutukan
penyelesaian terhadap calon aparatur yang akan bekerja di istansi teknis ini.
Karena tujuan utama dari transportasi itu adalah keselamatan (safety), dan
ukuran dari keselamatan adalah cepat, selamat dan aman. Dengan
beberapa kondisi pada waktu dan jalan yang antara lain: was-was,
terlindungi, resiko/kecelakaan, bebas dan pejalan kaki atau sama dengan
istilah motorised trip atau pejalan kaki.
Identifikasi Permasalahan Bidang SI IT Transportasi
Belum terlaksananya sistem jaringan Sl IT yang memadai.
Belum terlaksananya tertib dan berlalu lintas dalam wilayah kabupaten
Kampar.
Masih terbatasnya sarana dan prasarana SI IT di kabupaten Kampar.
Masih rancuhnya tugas dan kewenangan.
Penentuan Isu-isu Strategis
Pengembangan aglomerasi pekansikawan pemerintah kabupaten kampar
sedang mendorong upaya pembangunan sektor transportasi, yaitu :
1) Ketersediaan bus rapit transit.
2) Ketersediaannya angkutan perintis, pemadu moda dan angkutan kapal

SDP dan kepariwisataan.

ATCS dan PJU Smart Light Syistem

Kabupaten kampar khususnya kota bangkinang, sedang berbenah untuk

ketersediaan area traffic control syistem dan penggunaan penerangan jalan umum
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berbasis IT dengan smart light. Perlu penepatan CCTV di beberapa koridor jalan

sehingga terkoneksi antar moda dan pengurusan transportasi lainnya.

Kabupaten kampar yang menjadi salah satu destinasi wisata andalan riau

yaitu Candi Muara Takus, Ulu kasok, Gema dan lainnya.

Gambar 4.1 Struktur Organisai

4.8  Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 2021
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BAB VI

PENUTUP

6.1  Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Dinas

Perhubungan Dalam Layanan Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Kampar maka

dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1.. Peran Dinas Perhubungan Dalam Layanan Jasa Angkutan Umum Di
Kabupaten Kampar diukur dengan menggunakan Indikator Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
(LLAJ) vyang terdiri dari 5 indikator yaitu: Keamanan, Keselamatan,
Keteraturan, Kenyamanan dan Keterjamgkauan dinilai BELUM OPTIMAL.
Karena dari 5 indikator, 4 diantaranya belum terlaksanan sepenuhnya.

a) Keamanan : pihak bus damri atau dinas perhubungan belum melakukan
sepenuhnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan penumpang. Dari cabdi
muara takus sampai ke terminal Bangkinang masih banyak yang tidak
mempunyai halte.

b) Keselamatan : sudah berjalan dengan baik atau sudah optimal. Dinas
perhubungan mengharuskan pegawai menjalankan tugasnya sesuai dengan
SOP. Jadi apabila terdapat pelanggaran terhadap SOP maka diberi sanksi
dan ada alat untuk memantau supir supaya tidak ugal-ugalan. Dan
kelayakan kendaraan juga sudah lulus uji, informasi tanggap darurat,

fasilitas pegangan penumpang berdiri sudah secara lengkap.
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Keteraturan : pihak pengelola belum bisa memastikan 80 persen ketetapan
dan kepastian jadwal bus damri kabupaten kampar karena bus damri tidak
memiliki trayek sendiri melainkan menggunakan trayek yang sama dengan
kendaraan lain. Sehingga padatnya kendaraan mempengaruhi waktu
kedatangan bus damri pada setiap halte.

Kenyamanan : penumpang merasa tidak nyaman dengan fasilitas halte bus
damri kampar pada saat transit turun ataupun naik, keadaan halte yang
buruk banyak halte yang rusak bahkan ada penumpang yang menunggu di
pinggir jalan. Seharusnya pihak pengelola bus damri kampar lebih
memperhatikan kenyamanan penumpang bus.

Keterjangkauan : penumpang hanya 2x transit. Misalnya candi muara

takus - bandara SSQ.

. Berdasarkan hasil analisis dan temuan serta pembahasan bab-bab sebelumnya

peneliti juga menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambatnya adalah:

a). Sumber Daya.

b). Agen Pelaksana.

c¢). Komunikasi antar Organisasi dan aktivitas pelaksana.

Saran

Demi tercapainya pelaksanaan Peran Dinas Perhubungan Dalam Layanan

Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Kampar yang lebih baik lagi, maka penulis
memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perusahaan Damri Kabupaten Kampar harus memberikan pelatihan agar

tenaga kerja memiliki keahlian dan kemampuan dalam mengoperasikan Damri.
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Sebagai pengelola harus dapat mengkoordinasikan sumber daya yang tersedia
dan melakukan kerja sama dengan pihak swasta maupun pemerintah dalam
pembangunan dan memajukan Damri sebagai angkutan umum yang lebih
handal serta efektif dan efisien bagi masyarakat.

. Pengelola harus mengenalkan Damri melalui segala media baik itu media
elektronik, media masa ataupun internet serta melanjutkan kerja sama dengan
pihak swasta ataupun pemerintah dalam mengadakan kegiatan-kegiatan dalam
pengenalan Damri di Kabupaten Kampar.

. Penyedia jasa perlu meningkatkan sistem pelayanan keamanan, serta
melakukan perawatan halte yang baik agar menguntungkan bagi pengguna
jasa dan penyedia jasa.

. Perusahaan damri di sarankan lebih meningkatkan keteraturan (ketetapan
waktu) agar konsumen merasa senang dan akhirnya akan kembali
menggunakan jasa angkutan umum bus damri.

.Untuk menjaga kenyamanan penumpang, maka perusahaan bus damri perlu
menjaga Kinerja positif yang sudah ditunjukkan beberapa atribut pelayanan
yang dianggap penting oleh penumpang sehingga kedepannya konsumen lebih
tertarik menggunakan angkutan umum bus damri.

Perusahaan dan pengelolaan damri perlu melakukan pemantauan terhadap
perkembangan kualitas pelayanan damri untuk mengetahui indikator-indikator
yang belum memuaskan seperti keamanan, keteraturan, kenyamanan dan
keterjangkauan sehingga bisa dilakukan perbaikan-perbaikan atas indikator-

indikator tersebut.
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LAMPIRAN I : DATA WAWANCARA

Peran Dinas Perhubungan Dalam Layanan Jasa Angkutan Umum Di
Kabupaten Kampar
1. Kepala Unit
2. Kepala Bidang Pengembangan Dan Keselamatan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kampar
3. Kepala Bidang Angkutan Dan Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar
4. Kasi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan

5. Masyarakat Pengguna Bus Damri

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya dinas perhubungan kabupaten kampar?

2. Bagaimana peran atau kebijakan dinas perhubungan kabupaten kampar dalam
memberikan pelayanan angkutan umum bus damri pada masyarakat di
kabupaten kampar?

3. A. Penyelenggaraan
a. Bagaimanakah menurut bapak penyelenggaraan pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
yang ada di daerah kabupaten kampar. Apakah sudah terlaksana dengan
baik atau belum? Kalau sudah terlaksana, apa saja contoh yang sudah
terlaksana? kalau belum, apa kendala yang dihadapi sehingga belum
terlaksana.

4. Pengembangan
a. Perlencanaan

1) Bagaimana pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana
yang dilakukan oleh pihak damri kabupaten kampar?

2) Apakah dengan adanya damri telah meningkatkan kinerja ruas jalan
sehingga mengurangi tingginya angka kecelakaan dan mengurangi

kemacetan lalu lintas?



b. Pelaksanaan
1) Apakah kerja sama anatara pihak pengelola dan pihak swasta dalam
memenuhi kebutuhan transportasi telah berjalan dengan baik?
c. Pembiayaan
1) Apakah dengan adanya damri mengurangi biaya yang masyarakat
keluarkan dalam melakukan perjalanan sehingga perekonomian
masyarakat dapat meningkat?
2) Bagaimana penanganan dalam pemeliharaan dan perbaikan-perbaiakan
sarana dan prasarana damri di kabupaten kampar?

5. B. Keamanan

a. Apakah menurut bapak atau ibu keamanan di halte tersebut sudah
terjamin atau aman?

b. Apakah menurut anda sopir bus damri telah melakukan tugasnya
dengan baik?

6. C. Keselamatan

a. Apakah anda merasa keselamatan anda terjamin ketika menaiki bus
damri?

b. Bagaimana menurut bapak atau ibu kinerja supir bus damri dalam
melakukan tugasnya untuk keselamatan penumpangnya, apakah sudah
dijalankan dengan baik?

c. Apakah menurut bapak atau ibu keselamatan prasarana di 13 koto
kampar sudah memadai?

7. D. Keteraturan
a. Apakah keteraturan waktu tunggu sudah berjalan dengan baik?
b. Bagaimana menurut bapak atau ibu keteraturan informasi pelayanan

dari pihak bus damri?



c. Apakah jadwal keberangkatan sudah sesuai dengan ketentuan yang
sudah ditentukan?

d. Apakah pihak bus damri telah menyampaikan informasi halte-halte
yang akan dilewati?

e. Bagaimana menurut bapak atau ibu ketetapan dan kepastian jadwal
kedatangan dan keberangkatan bus damri, apakah sudah sesuai yang
ditetapkan?

8. E. Kenyamanan

a. Bagaimana menurut bapak atau ibu tentang kenyamanan halte pada
saat penumpang menaiki bus atau turun dari bus?

b. Apakah menurut bapak atau ibu fasilitas dalam bus sudah memadai?

9. F. Keterjangkauan
a. Bagaimana menurut bapak atau ibu keterjangkauan perpindahan

penumpang antar koridor, apakah sudah mudah atau belum?
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Sumber: Wawancara Denan Kepala Bidang Pengembangn dan Keselamatan
di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, Tahun 2021
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Sumber: Wawancara Dengan Kepala Bidang Angkutan Dan Sarana di Dinas
Perhubungan Kabupaten Kampar, Tahun 2021



Sumber: Wawancara Dengan Kasi Keselamatan Dan Lingkungan Perhubungan
Di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, Tahun 2021
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Sumber: Wawancara Dengan Kasubbag Tata Usaha Perusahaan Damri Di
Kabupaten Kampar, Tahun 2021



Sumber: Wawancara Dengan M asyarakat Pengguna Bus Damri, Tahun 2021
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Tiket Bus Damri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Suasana Dalam Bus Damri



‘yejesew njens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesijnuad ‘uenjauad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uedinnbuad e

‘q

Buepun-Buepun 1Bunpuljig e3diD YeH

11Ul sim eAuey ynungas neje ueibeqas dipnbusw Buele|iqg “|

-

EP uexjuinjueduall edUE

¥ yninjes nele ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buele|iq 'z

D

AJE
‘nery eysng Nin Jefem Bueh uebunuadey ueyibnisw yepn uedynbusdg

,

~

si|n} e

ep Iul

:laquuns ueyingaAusw u

nery eysng NN uizi edue) undede ynuag we
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PEMADU MODA

(@] s Wil 3 "
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Sumber : Dokumentasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar
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